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RINGEASAN PENELITIAN

MENCARI PARADIGMA HUKUM PERADILAN TATA  USAHA
NEGARA  UNTUK MEWUOJUDKAN AKSES  WARGA  NEGARA
MENDAPATEKAN KEADILAN

oleh:
1.Yo8 Johan Utama, 2.R.Benny Rivanto, 3.Erry Agus Privono

Tahun 2000, 76 halaman

Permasalahan dalam penelitlan ini adalah bhagaimana
membangun paradigama PTUN yvang mampu menjadl akses keadilan
bagi warga negara, tetapl secara terperinci wpermasalahnnya
adalah:

1. Bagaimana kemampuan PTUN dalam praktek melaksanakan
fungsl sebagal akses keadllan bagi warga negara ?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan PIUN dalam
melaksanakan fungsinya sebagal akses keadilan 7

3. Paradigma apa saja vang dijadikan dasar operasional PTUN?

4. Bagaimanakah alternatif paradigama yang dibutuhkan untuk
membangun satu struktur PTUN yang mampu menJjadi ajkses
keadilan ?

sedangkan tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahul kemampuan PITUN dalam Praktek dalam
menjalankan fungsinya sebagal akses keadilan masyarakat.

b. Untuk mengetajhhui £faktor apa 8sa/ja yang mempengaruhi
fungsi PTUN sebagai akses keadilan.

¢. Untuk mengetahul paradigma apa yang digunakan oleh PIUN.

d. Untuk mencari paradigma alternatif yvang dapat digunakan
untuk membangun model atau struktur PIUN yang bertungsi
sebagal akses keadilan.
Penelitian ini adalah penelitian dengan metode pendekatan

sosiolegal riset , sedangkan sampel ditarik secara purposive

gampling. Penelitian ini adalah mpenelitian vang




mengzabungkan penelitiasn kualitatlf dan kuantitatif. Jumlah
sampel adalah 15 (lima belas) kasus denekan lokasl rpenelitian
di PTUN Semmarang dan PTTUN Jakarta. Data Primer didapat dari
hasil wancara, kuestioner maupun pengamatan sedang data
sekunder didapatkan dari pihak-plhak vang mempunval data
sekunder tersebut seperti panitera muda dan panitera Kkepala
pada masing-masing rengadilan,

Hasil penelltian menunjukkan bahwa malfungsi PTUN
sebagal akses keadilan karena dipengaruhl oleh faktor-faktor
sebagal berikut:

.Bahan-bahan (The way In which the Issues are presented)
.Keblijakan yang dipilih (policy)

.Cirli wsosial dari pribadi hakim (The personal attribute of
the judge)

.Sosialisasi profesional haklm (The professional social
fzation of the judge)

.Kendala keadaan (Situasional pessure on the judge)
.Kendala organisasl (Organizational pressure on him)

7.Alternatip-alternatip peraturan yang dapat dipakaikan
{Alternative permissible rules of law)

Di samping secara  paradigmatik  PTUN terlalu
mengedepankan aspek normativisme .ketidakseimbangan dalam
melihat para pihak, dan moral responsbllity sebagal instrumen

law enforcement.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah PTUN harus
dibenahi dari paradigma vyang melatarbelakanginya ,dengan
memadukan paradigma diantaranya valtu:

G oA W

a.Sos8ioleogisme dan normativisme

b.Moral responsbility vyang tetap mengandung Jiwa wvudisial
responsbbility

c.Penyeimbangan kedudukan dan peran Penggugat dan Tergugat
dalam hak dan kewaJjlban.

rerbaikan secara paradigmatik diharapkan mampu meningkatkan
kemampuan PTUN untuk menjadi akseg keadilan bhagi warga.

Jurusan Hukum Acara,Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro,
Nomor Kontrak: 015/P21PT/DM/VI/1999,Direktorat Pembinaan
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal
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SUMMARY

TO SEARCH ADMISTRATION COURT PARADIGM
FOR CONSTRUCT CITIZEN JUSTICE ACCESS

BY

Yos Johan Utama,Benny Rivanto,Erry Agus Priyono

Years 2000, 76 page

research problems are how to build PTUN vrparadigm wich
able to be citizen Justice access. but in brief the problems

How PTUN abllity in prctice as citizen Jjustice acess
Whats factor to influence PITUN ability as c¢itizen
Justice ability ?

Whats paradigm wich to be PTUN operational base ?

. Wich alternative paradigm have needed to build one

PTUN stucture wich able to be Justice acceas?

and the research aims are:

This

a.

b.

To know PTUN ability in practice doing the function
as social Justice access

To know which factor to influence PTUN function as
Justice access

. To know wich paradigm have used by PTUN
. To search alternative paradigm wich able to build

the model or PTUN structure wich can do Justice
access function.

regearch use sosclolegal research aprroachment metode,

sample founded by purposive sampling metode. This research is

regearch wich to compound qualitative and quantitative

regearch. have 156 ( fiveteen) sampleand research location in
PTUN Semarang and PTTUN Jaksrts. Primer data found by
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interview. questloner and obegervation. secobndary data found
from who have secondary data like Young Tyreman and Typeman
Chieff of the court.

Regearch found that PTUN malfunction as Jjustice acess
because influence by factors like this:

a.The way in which the issues are presented
b.Policy choice

c.The personal atribute of the Jjudge

d.The proffessional scsclalization of the Jjudge
e.bituasionalmpressure on the Jjudge
f.Organizational pressure on him

g.Alternative permissible rule of law

In other side in paradigmatice PTUN to more foreward
normativism, unbalanced to see both side. and moral
responsgbility as law enforcement instrument.

The last research reesult gaid that PTUN must
reconstruct by compound paradigm like

a. Soclologism and normativiem
_ b. Moral responsbility wich gathering yudiclal
responability
c. Balancing among both side plaintitt and defendent in
the right and obliged

paradigmatic reconstruct perharps able to rise PTUN ablity as
citizen Justice access.

Jurusan Hukum Acara,Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro,
Nomor Kontrak: 015/P21PT/DM/VI/1999,Direktorat Pewbinaan
Penelitian dan Pengabdian pada Maoyarakat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
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I.PENDAHULUAN

Salah satu parameter vyang selalu digunakan untuk
menilai apakah suatu negara merupakan negara hukum adalah
keberadaan insitusi peradilan dalam segala bentuknya,
gebagaimana Jugsa pendapat dari Juliuws Stahl tentang empat
ungur dari negsara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap
hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan,
pemerintahan berdasarkan peraturan serta peradilan
administrasi dalam perselisihan ( Oemar Senoaddi:1966:24).

Khusus mengenal institusl peradllan kehadirannya dalam
suatu negara mempunyail fungsl sentral yaitu fungsi keadilan.
Dampak dari fungsl keadilan ini menempatkan lembaga peradilan
sebagal badan yang mempunyal tujuan-tujuan melindungi hak-~
hak hukum warga magyarakat terutama dalam hal terjadi
perselisihan dengan negara atau pemerintah.

Di Indonesia institusl peradilan ini dikelompokkan
dalam 4 (empat) Jenis peradilan, sebagaimana diatur dalam 00U
No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokeok Kekuasan Kehakiman yaitu:

1. Peradilan Umum

2. Peradilan Militer

3. Peradilan Agama

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pembidangan masing-masing peradilan didasarkan kepada
Jenis perkara yang ditangani, dan khusue Peradilan Tata Usaha
Negara menangani masalah sengketa antara warga masyarakat
(yustisiabel) dengan pejabat tata usaha negara akibat dari
diterbitkannya suatu ketetapan Tata usahsa negarsa, vang
dianggap merugikan yustisiabel.



Peradilan Tata Usaha Negara hadir di Indoneeia dengan
dagar Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, aksn tetapi badan peradilan paling bungsu ini
tidak bisa langsung aktif dan baru bisa aktif © (lima) tshun
kemudian tepatnya tahun 1991 melalul Peraturan Pemerintah No
7 tahun 1991. TerJjadintya selang waktu antara disahkannya UU
No 5 tahun 1986 dengan aktivasi PTUN dikarenakan kebutuhan
gsoslalisasi serta persiapan-persiapan pelaksanaan baik
perangkat keras maupun perangkat lunaknya.

Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi
sebagal akses keadilan diharapkan menjadi wadah ataupun
Jalan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempertahankan
hak-hak hukumnya. Sebagail institusi hukum vang hidup dalam
kehidupan sosial tentunya menyebabkan pula Peradilan Tata
Usaha Negara Jjuga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang
hidup di masysrakat.

Berkaitan dengan fungeinya sebagali akses keadilan
vang hidup dalam pengarvh faktor-faktor sosial, maka
tentunya berlaku pula hukum-hukum sosial yang lazim berlaku
dalam institusi sosial. Penegertian tentang kedudukan lembaga
peradilan sebagal institusi hukum yang hidup dalam pengaruh
faktor-faktor sosial ini perlu untuk diketengahklan, agar
dapat dipahami bahwa keberadaasn lembaga peradilan sepertl
halnya Peradilan Tata Usaha Negara {(untuk selanjutnya
disingkat PTUN) tidak sekadar szsebagal keberadaan Iinstitusei
secara formil melengkapi unsur-unsur negara hukum, akan
tetapli lebih dari 1itu keberadaan PTUN sebagail lembaga
peradilan tersebut harus dilihat sebagal kesatuan fungsi yang
menyelenggarakan akses peradllan.

Penekanan pada aspek fungsi peradilan int dikaitkan
dengan kenyataan-kenyataan banyaknya keluhan-keluhan vang
disampaikan pengguna Jasa peradilan khuesusnya di PTUN yang
merasa kKurang atau bahkan tidak terlayani kepentingannya
dalam mencari keadilan. PTUN sering mendapat sebutan oleh



rencari keadilan sebagal "Pedang Kayu"”, hal ini dJdikarenakan
PTUN sebagal sarana penegakan hukum sering dilecehkan oleh
Pejabat Tata Usaha Negara. Berbagai kecaman terhadap PTUIN
begitu banyaknya, sehingge menimbulkan satu pemikiran untuk
me lakukan penelitian~-penelitian vang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi akses peradilan yang dijalankan PTUN.

Beberapa praduga yang diperkirakan menjadi penyebab
keluhan masyarakat terhadap fungsi yang dijalankan PTUN dapat
dikelompokkan kedalam kedua jenis yvaitu:

a.Faktor Internal
b.Faktor Eksternal

Faktor Internal dapat berupa permasalahan yang bersifat
teknis yuridie yakng berkaitan dengan ketentuan-ketentuan
vang wmeciptakan mekanisme kerja guatu lembaga peradilan,
tetapi di samping itu Juga faktor lain yang berkaitan dengan
agpek manusia pelaku-pelakunya.

Faktor eksternal merupaskan faktor di luar institusi
peradilan itu sendiri tetapi turut mempengaruhi fungsi PTUN
sebagal badan peradilan, faktor ini dapat berupa sosialisasi
PTUN di kalangan masyarakat, itikad baik dari pemerintah
maupun faktor sosial eksternal lainnya vyang secara umum
gselalu mempengaruhi bekerjanya suatu lembaga sosial.

Penelitian ini lebih menekankan kepada aspek
internalnya, dengan pemikiran bahwa faktor inl dianggap
sebagal starting peint bhekerjanya suatu lembaga peradllan
daripada faktor ekternal yang sifatnya tidalk secara langsung
mempengaruhl jalannya lembaga peradilan. Faktor internal yang
dibahas aebagai faktor yang mempengaruhi Jalannya fungsi
peradilan pada PTUN diungkap untuk dicari paradigma-paradigma
vang mendasarinya, hal itu dilakukan karena muncul kecurigaan
keluhan keluhan atas kinerja PTUN sebagal akees keadilan
Justru bersumber kepada paradigma-paradigma yang diembannya,




zedangkan fakta-fakta teknis yang nampak hanya sebagail
aplikasi dari paradigma yang melatarbelakangi.

Untuk mempermudah proses penelitian tersebut maka
renelitisn ini dimulai dari permasalahan-permasalahan sebagal
berikut:

1. Bagaimana kemampuan PITUN dalam praktek melaksanakan
fungei sebagai akses keadilan bagi warga negara

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan PIUN dalam
melaksanakan fungsinya sebagal akses keadilan

3. Paradigma apa saja yang dijadikan dasar operasional PTUN

4. DBagaimanakah alternatif paradigama yang dibutuhkan untuk
membangun satu struktur PTUON yang mampu menjadi aJjkses
keadilan





